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e

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA

Menimbang

Mengingat

BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan
Tatacara Pengelolaan Belanja bagi hasil dan Bantuan
Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun
2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan
Belanja bagi hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja
Tidak Terduga;

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
pengelolaan Bantuan Keuangan pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
60 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan
Serta Belanja Tidak Terduga;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2063 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4435);

Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor i25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan
Bermotor si Air dan BBN Kendaraan Bermotor di Atas
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Bantuan Keuangan Permilu Kepala Dacran dan

Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menter1 Daiam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengeloiaan Barang Milik Daerai;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
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tentang
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
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Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Dacrali Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran

. s
Kerja Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2009 Nomor 2, Tambahan Lemaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor © Tahun Z200Y tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
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Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Dacra
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Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 23);
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Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang
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Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara);

Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang
Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja bagi hasil
dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga
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sebagaimana telalhi diubah dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Peruthahan atas Peratuiran Gubernur Sumatera Utara
Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara
Pengelolaan Belanja bagi hasil dan Bantuan Keuangan
Serta Belanja Tidak Terduga,

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita
hun 2012 Nomor 23):

.
Fa
erah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 3);



Menetapkan

27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun
2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA
BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA
TIDAK TERDUGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta
belanja tidak terduga, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta
Belanja Tidak Terduga, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat menjadi :

(8) Menyesuaikan terhadap Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012, Transfer dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan secara sekaligus dengan
ketentuan :

a. Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan
bahwa bantuan keuangan dimaksud
dialokasikan pada P.APBD Kabupaten/Kota.

b. Permohonan pencairan dana dimaksud dari
Kepala Daerah untuk ditransfer ke rekening Kas
Daerah Kabupaten/Kota.

c. Kwitansi tanda terima atas dana dimaksud.

2. Ketentuan Pasal 12 Ayat (8) dan (9) lama diubah
menjadi Ayat (9) dan (10) baru.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Desember 2012

PIt.GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1F Duamber 2012

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 45



